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yBAByIy 

yPENDAHULUANy 

A. LATARyBELAKANGy 

Dalam hal mendukung upaya pemerintah untuk melakukan swasembada pangan 

dan pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah ingin 

memfasilitasi prasarana dan sarana pertanian untuk para petani Indonesia, antara lain 

subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan 

dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani Indonesia 

yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pusat pengelola pupuk bersubsidi  

wilayah Jawa Timur dikelola oleh PETROKIMIA GRESIK dengan membawahi 

beberapa distributor dengan struktur pengelolaan distributor membawahi beberapa Kios 

Resmi , dan Kios Resmi membawahi beberapa Kelompok Tani ,lalu didistribusikan ke 

petani. Dikarenakan pupuk bersubsidi termasuk barang dalam pengawasan, maka dalam 

pengawasanya diawasi oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan)yang dibantu oleh TNI 

dan POLRI, serta Dinas Pertanian (Yudhoyono, 2015). 

Dalam hal ini pengelolaan pupuk subsidi oleh pusat, pengelolaan subsidi oleh 

distributor dan pengelolaan subsidi oleh kios resmi di atur oleh Dinas Pertanian 

Ponorogo. Dengan pembagian pupuk berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah dalam bentuk RDKK  (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan harga 

yang diatur melalui Peraturan Mentri 

PertanianyNomory47/Permentan/SR.310/12/2017ytentang alokasi dan hargayeceran 

tertinggiypupukybersubsidi. Dalam hal ini maka akan mencegah terjadinya 

penyelewengan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi sehingga pupuk subsidi akan 

tersampaikan dengan baik kepada petani Indonesia. 
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Salah satu instrumen diciptakan pemerintah untuk mengkondisikan transparansi 

penyaluran pupuk bersubsidi terhadap petani adalah kartu tani. Kebijakan penebusan 

pupuk dengan menggunakan kartu tani dimulai sejak tahun 2017. Hal tersebut sebagai 

upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi 

kepada petani/kelompok tani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka akan 

dilakukan uji coba penerapan Kartu Tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi oleh 

petani di pengecer resmi, sehingga diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih 

terjamin dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak menerimanya. Namun, faktanya 

masih banyak masalah yang terjadi sepanjang subsidi pupuk diberlakukan, seperti 

kelangkaan pupuk, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas HET, 

perembesan pupuk bersubsidi ke pasar nonsubsidi dan antar wilayah. Masalah lain yang 

ditimbulkan oleh kebijakan subsidi pupuk, yaitu: distribusi yang tidak adil dan tidak 

tepat sasaran, dualisme pasar, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat (Susila, 2015) 

menyebutkan bahwa beberapa penyebab harga pupuk lebih tinggi dari HET adalah 

lemahnya pengawasan dan selisih antara kebutuhan pupuk di lapangan dengan alokasi. 

Adanya kebijakan pemerintah ini alih alih sebagai sarana transparansi akan tetapi 

realitanya tidak bisa berjalan sesuai keadaan. Sasaran program transparansi kartu tani ini 

adalah petani yang notabe berusia lansia, mejadikanya enggan untuk mengikuti 

kemajuan jaman. Mereka yang sejak dini tumbuh dan berkembang tanpa tersentuh iptek 

lalu ketika tua langsung diberikan kebijakan seperti ini mengakibatkan kebijakan kartu 

tani ini dianggap menjadi sebuah hal yang dianggap menyulitkan para petani untuk 

mendapatkan pupuk bersubsidi. Sedangkan pemerintah pusat enggan memberikan 

toleransi kepada para petani yang gaptek dan hanya memberikan aturan tanpa solusi. 

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2020 yaitu 
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terjadinya pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi hingga 55,80% di Kabupaten 

Ponorogo ini menimbulkan kepanikan dan dikhawatirkan menyulut kemarahan petani 

(Mesa, 2020). Kebijakan kebijakan pemerintah pusat tersebut membuat para petani yang 

dahulunya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sangatlah mudah hanya dengan 

menebus sejumlah uang nominal harga pupuk bersubsidi tersebut, kini harus melalui 

berbagai macam proses dan syarat administrasi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi 

yang dimana jumlahnya juga telah dipangkas lebih dari 50% jatah pertahunya.  

Kebijakan pemerintah pusat lambat taun semakin tidak masuk akal. mereka 

memberi kebijakan secara sepihak tanpa ada penjelasan, serta solusi secara langsung 

tentang apa penyebab sehingga terjadinya pemangkasan alokasi pupuk bersubsidi dan 

bagaimana cara mengatasi kelangkaan pupuk atau alternatif lain yang bisa digunakan. 

Sedangkan kehadiran pupuk bersubsidi sangat diharapkan oleh seluruh petani Indonesia. 

Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti secara langsung bagaimana dampak dari 

kebijakan pusat terhadap para petani masa kini , dan bagaimana cara Pemerintah 

kabupaten Ponorogo menyikapi atau membantu mengatasi apabila terjadi kelangkaan 

pupuk di kotanya,dan juga alternatif apa yang bisa digunakan untuk mengatasi terjadinya 

kelangkaan pupuk bersubsidi akibat kebijakan pemerintah pusat yang terjadi secara 

sepihak dikotanya.Serta apa saja harapan petani terhadap kebijakan pemerintah pusat 

untuk tahun tahun kedepanya. Penulis memilih untuk menerapkan penelitian di Desa 

Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo karena lokasinya yang mudah dijangkau 

serta termasuk dalam kriteria desa petani yang butuh perhatian khusus guna menghadapi 

kebijakan pemerintah pusat.  
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B.  RUMUSAN MASALAH 

Dengan mendasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah 

yaitu :  

1. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat tentang tata kelola pupuk bersubsidi?  

2. Bagaimana dampak kebijakan Pemerintah pusat tentang tata kelola pupuk bersubsidi 

terhadap petani ?  

3. Bagaimana kondisi dan permasalahan yang ditemukan di desa Tatung terkait kelola 

pupuk bersubsidi? 

4. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi kelangkaan 

pupuk bersubsidi? 

C. TUJUANyPENELITIANy 

1. Untukymengetahui  kebijakanypemerintah tentangytata kelolaypupuk bersubsidi.  

2. Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah tentang tata kelola pupuk 

bersubsidi terhadap petani dengan mengambil kasus di wilayah Kecamatan Balong 

kabupaten Ponorogo. 

3. Untukymengetahui bagaimanaystrategi yangydilakukan olehyparaypetani 

dalamymenanggulangi kelangkaanypupukybersubsidi. y 

D. MANFAATyPENELITIANy 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti: 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

kebijakan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan pupuk bersubsidi di Indonesia 

serta dampaknya secara nyata terhadap para petani, salah satunya di Desa Tatung 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 
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2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tentang kebijakan 

pemerintah pusat dalam hal pengelolaan pupuk bersubsidi di Indonesia serta 

dampaknya secara nyata terhadap para petani, salah satunya di Desa Tatung 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sekaligus referensi apabila berminat untuk 

melaksakan penelitian lebih lanjut ataupun penelitian sejenis. 

E. PENEGASAN ISTILAH 

1. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah atau yang dikenal dengan istilah kebijakan public, 

secara umum pengertianya adalahykebijakan publikysebagai arahytindakan 

yangydiusulkan seseorang, ykelompok atauypemerintah dalamysuatu 

lingkunganytertentu, yangymemberikanyhambatan dan kesempatanyterhadap 

kebijakanyyang diusulkanyuntuk menggunakan danymengatasi dalam rangka 

mencapaiysuatu tujuanyatau merealisasikanysuatu sasaranyatau maksudytertentuy 

(Friedrich, 2010). KebijakanyPublik atau Kebijakan pemerintah juga memiliki 

berbagai tujuan meliputi : 

a. Untukymenciptakan suatuyketertiban diylingkunganymasyarakat. y 

b. Untukymelindungi sebuahyhak-hakypada masyarakat. y 

c. Untuk menciptkan suatu ketenteramanydan kedamaian di lingkungan 

masyarakat. y 

d. Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan di masyarakat. 

2. Pupuk Bersubsidi 

Pasal 1 Peraturan Presiden No.77/2005 menjelaskanybahwa, 

PupukyBersubsidi adalahybarang dalamypengawasan yangypengadaan 

danypenyalurannya mendapatysubsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan 
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KelompokyTani dan/atauyPetani diysektor pertanianymeliputiyPupuk Urea, 

yPupuk SP 36, yPupukyZA, PupukyNPK danyjenisyPupuk Bersubsidiylainnya 

yangyditetapkanyoleh menteriypertanian. 

F. LANDASANyTEORIy 

1. SejarahyDiberlakukannyayKebijakan SubsidiyHarga Pupukydan NilaiyAPBN 

untukySubsidiyPupuk. y 

Pertambahan penduduk meningkatnya Indonesiayyangypesat 

berakibatykebutuhan panganyterutamayberas meningkatnya. Awalnya 

Indonesiaysangat tergantungypada berasyimpor karenayproduksiydalam 

negeriytidak mampuymencukupi kebutuhanyyang sangatybesar. Tetapi 

denganyberjalannya waktu, ymengingat ketahananypangan merupakan 

komponenypenting dariyketahanan nasionalydan melihatypotensi 

sumberdayaypertanian Indonesiayyang sangatybesar namunybelum digarapysecara 

maksimal, ypemerintah berketetapanyuntuk mengurangi sedikitydemi 

sedikityketergantungan akanyberas imporyini dengan harapanysuatu saatyakan 

tercapaiyswasembadaypangan (Hafsah dan Sudaryanto, y2004). y 

 Programypeningkatan produksiypadi dilaksanakanydengan cara 

ekstensifikasiydan intensifikasiyproduksi. Dalamyrangka memacu produksiyinilah 

perananydari pupukysangat strategis. yKebutuhan pupuk awalnyaypun masihyharus 

dipenuhiydari impor, tetapi karenaymengingat gasyalam sebagaiybahan bakuyutama 

pembuatanypupuk tersediaycukup berlimpahydi Indonesia, ypemerintah 

memutuskanymembangun sendiri pabrikypupuk. Sejarahyperpupukan 

nasionalydimulai denganyberdirinya PupukySriwijaya (Pusri) yangydibangun 

denganydana rampasanyperang Jepangydan mulaiyberproduksi padaytahun 1963, 

diikutiyoleh PetrokimiayGresik paday1972, PupukyKujang paday1978, AseanyAceh 
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Fertilizery (AAF, proyekypatungan antaraynegara‐negarayASEAN) pada 1983, 

yserta PupukyKaltim (PKT) dan Pupuk IskandaryMuda pada 1984. 

Kebijakanysubsidi pupukydibuat olehyMenteri Pertanianyperiode 2000 – 2004. 

yAlasannya, ypada saatyitu Indonesiaymengalami krisisyekonomiydan moneter, yserta 

krisisypangan. Saatyitu Indonesiaymengimpor berasysekitar 5 jutayton danymenginginkan 

imporyberkurang bahkanyswasembada. ySatu-satunyayjalan agarytidak imporyberas 

produksiydalam negeriyharus meningkat. Jikayproduksi dalamynegeri inginyditingkatkan, 

makaypetani harus bergairahydalam berproduksi. yPetani akanybergairah 

jikaymendapatkan keuntungan. y 

Di sisiylain, padaysaat ituyIndonesia menandatanganiyLetter of Intent (LoI) ydengan 

IMFyyang salahysatu poinnyayadalah menghilangkanysemua hambatanyimpor. Selainyitu, 

di pasarydunia terjadiyexcess supplyypangan yangymengakibatkan hargaypangan 

duniayrendah sekaliysehinggaymengimpor sangatymenguntungkan bagiyIndonesia. 

Indonesiaymeyakinkan IMF, ybila tidakymenerapkanykebijakan proteksiymelalui 

tarifymasuk, makayketahanan panganyIndonesia akanybermasalah dalamyjangka 

panjangybila mengimpor selamayterus menerus, ysedangkan dalamyjangka pendekytidak 

menjadi masalah. ySeperti yangydiketahui hargayberas internasionalyyang rendah 

disebabkanybanyaknya subsidiyyang diberikanyoleh negarayprodusennya, 

sedangkanyIndonesia dilarangymensubsidi danymembuat tarifymasuk. Dan IMFypun 

dapatyIndonesia yakinkan. y 

Ternyataytarif imporysaja tidakycukup karenayharga dalamynegeri sudah tinggi. 

yIndonesia jugaymenerapkan hargaypembelian pemerintah (HPP). HPPyberdasarkan 

hargayinternasional yangyrendah ditambahytarif masukysehingga HPPyrelatif 

samaydengan hargayberas dalamynegeri yang tinggi. yDengan ditetapkanyHPP ituypun 

ternyataypetani jugaybelum cukup bergairah. ySehingga Indonesiaymemutuskan 
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untukymemberikan subsidi pupukyagar mengurangiybiaya produksinya. yBiaya 

produksinyaydikurangi danyharga panenydinaikkan melaluiyHPP sehinggaymargin 

petaniymenjadi lebihybesar. Itulahysejarahnya Indonesiaymembuat subsidiypupuk. 

Revitalisasiysistem agribisnisymerupakan programymendesak guna 

menstabilkanypertumbuhan produksiyberas yangysangat strategisydalam 

pemantapanyswasembada pangan, ypeningkatan pendapatanypetani, dan 

dinamisasiyekonomi desa. yUntuk ituykebijakan panganynasional perlu 

direkonstruksiysecara komprehensif. yPemerintah perluymemikirkan paket 

kebijakanypengembangan produksiypangan utamaysecara komprehensif, ydan tidak 

hanyayterbatas padayharga dasarygabah saja. y 

2. Teori Kebijakany 

Kebijakanyadalah rangkaianykonsep dan asasyyang menjadi garisybesar 

danyrencana dalamypelaksanaan suatuypekerjaan/kepemimpinanydan cara bertindak. 

Kebijakan adalahysebuah ketetapanyyang berlaku, dicirikanyoleh perilakuyyang 

konsistenydan berulangybaik dariyyang membuatyatau yang melaksanakanykebijakan 

tersebut. yMenurut Titmussy(2016), kebijakan adalah prinsip-prinsipyyang 

mengaturytindakan danydiarahkan padaytujuan tertentu. 

Kebijakanyadalah suatuyketetapan yangymemuat prinsip-prinsipyuntuk 

mengarahkanycara bertindakyyang dibuatysecara terencanaydan konsisten untukymencapai 

tujuanytertentu sertaykebijakan adalahysuatu tindakanyyang mengarahypada tujuanyyang 

diusulkanyoleh seseorang, ykelompokyatau pemerintahydalam suatuylingkungan 

tertentuysehubunganydengan adanya  hambatan-hambatanytertentu serayaymencari 

peluang-peluangyuntuk mencapai tujuanyatau mewujudkanysasaran yangydiinginkan. 

Kebijakanysebagai langkah tindakanysecara sengajaydilakukan olehyseorang aktoryatau 

sejumlahyaktor berkenaanydengan adanyaymasalah atauypersoalan tertentuyyang 
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dihadapi.y 

3.  KebijakanySubsidiyPupuky 

 Dinamikaykebijakan subsidiypupuk dapatydibedakanymenjadi empatytahapan 

yaitu: y  

a. Kebijakanysubsidiysebelum eraypasar bebas, y  

b. Kebijakanypenghapusanysubsidiymemasukiypasarybebas, 

c. Kebijakanypemberian kembaliysubsidi pupuk, ydan  

d. Kebijakanysubsidi pupukyera pasarybebas. y 

Dinamikaykebijakan denganytingkat intensitasyyang relatifytinggi 

mengindikasikanyketidak puasanyberbagai pihakyterkait terhadap 

rumusanykebijakan, implementasi, ydan dampaknyaybagi petaniydan 

pembangunanypertanian. Bahasanyini akanymembahas secarayringkas 

kinerjaykebijakan tersebutydan mengajukanypola introduksiydistribusi pupukyke 

depany (Sudaryanto, et.al., 2015). y 

Secarayringkas kinerjaysubsidi pupukypada periodeysebelumnya 

dapatydinyatakan (Sudaryanto, yet.al., y2015) ysebagaiyberikut: y  

a. Kinerjaysubsidi sebelumyera pasar bebas: ymampu mendorong 

tercapainyayswasembada beras; ypengurangan subsidiyperlu 

dikompensasiydengan peningkatanyharga produksi; dan peningkatan 

hargaypupuk tidakyberpengaruh terhadapypenggunaannya, karena 

proporsinyaydalam biayayusaha taniymasih relatifykecil. y 

b. Penghapusanysubsidi memasukiyera pasar bebas: ypenghapusan 

monopoliytelah mengefisienkanydistribusi pupuk; ysubsidi pupuk dinilaiyiebih 

adilydibandingkan denganysubsidi gasyuntuk pabrik pupuk. y 
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c. Kebijakanypemberian kembaliysubsidi pupuk: yformat ROSP 

(RencanayOperasionalySubsidi Pupuk) memungkinkan pabrik pupuk 

memperolehysubsidi langsungydari pemerintah; subsidi untuk pabrikypupuk, 

danybukan untukypetani; strukturysubsidi hanya 

menguntungkanypabrikypupuk. y 

Faktaydi lapanganymenunjukkan bahwaykebijakan subsidiypupuk padayera 

pasarybebas iniydinilai tidakyefektif untukymembantu petani. Halyini 

dibuktikanyoleh beberapayfakta berikutyini: y 

“Harga pupuk di tingkat petani jauh di atas harga HET; dan Pasokan pupuk di 

tingkat petani seringkali langka karena konskuensi dari dualisme pasar, ekspor 

pupuk, dan keterbatasan penyaluran oleh pabrik pupuk.” 

Fenomenaylangka pasokydan lonjakyharga pupukymerupakan 

kasusymenyimpang yangytidak semestinyayterjadi. Produksiypupuk urea 

dalamynegeri jauhymelebihi kebutuhanydan distribusinyaydikendalikan pemerintah. 

yBerdasarkan fenomenaydi atasyPSE-KP secaraytegas menyarankany “kembalikan 

subsidi pupuk kepada petani” (Simatupang, 2014). 

4. Evaluasi Kritis KebijakanyPupukyBersubsidiydiyIndonesiay  

 Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang  pengadaan dan penyalurannya 

ditataniagakanydengan HETyserta ditetapkanydi penyaluryresmi  Lini IV. yLini 

IVyadalah lokasiygudang atauykios pengecerydi wilayah kecamatanydan/ 

desayyang ditunjukyatau ditetapkanyolehydistributor. Pupukybersubsidi 

diperuntukkanybagi sektorypertanian atauysektor yang berkaitanydengan 

budidayaytanaman pangan, yholtikultura, perkebunan, hijauanypakan ternak. 

ySasaran pupukybersubsidi adalahypetani, pekebunydan peternakyyang 

mengusahakanylahan palingyluas 2yhektar setiapymusim tanamyper-keluarga 
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petaniykecuali pembudidayayikan dan/atauyudang palingyluas 1yhektar. y 

 Programypemberian pupukybersubsidi sudahydimulai sejakytahun 1970-an, 

ytujuannya kebijakanyini adalahyuntuk meringankanybeban petaniyagar 

ketikaymereka memerlukanypupuk untukytanaman pangannyaypupuk 

tersediaydengan hargayyang terjangkau. yTerdapat argumentasiybahwa, 

pertamaypemanfaatan teknologiypupuk sampaiysaat ini diakuiysebagai 

teknologiyintensifikasi pertanianyuntuk meningkatkan hasil pangan. yKedua, 

petaniyIndonesia umumnyaytidak bisa memanfaatkanyteknologi pupukyini 

karenaykurang mampuymembeli sesuaiydengan hargaypasar. Sehinggaypemerintah 

Indonesiayyang berkepentinganydalam peningkatanyproduktifitas hasilypangan 

demi ketahananypangan Nasional, ykemudian memilihyopsi memberikan 

subsidiyharga pupukyuntuk petani. y 

 Meminjamyteori RichardyRose (2010) ysebagai seorangypakar kebijakanyia 

menyarankan bahwa kebijakan yang dibuat olehypemerintah hendaknyaydimengerti 

sebagaiyserangkaian kegiatan yangysedikit banyakyberhubungan 

besertaykonsekuensi konsekuensinya  yangyakibatnya dirasakanybetul olehyrakyat 

danybagi merekayyang bersangkutanydari padaysebagai suatuykeputusan tersendiri. 

y 

 Kebijakanymenurutnya dipahamiysebagai arahyatau polaykegiatan dan 

bukanysekadar suatuykeputusan untukymelakukan sesuatu, ytapi 

menimbangyuntung ruginya. yKebijakan  pupukybersubsidiyawalnya 

bertujuanyuntuk membantuypetani memperolehypupuk denganyharga subsidi, 

ynamun realitasnyaypetani sulitymemperoleh pupukydi daerah, bahkanyada 

petaniykarena semakinykesalnya, berapapunyharga pupuk siapykami beli, ynamun 

pupukyyang akanydibeli tersebutytidak ada. Y 
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5. Apa arti Dampak 

 Istilah dampak mengacu pada “setiap perubahan yang terjadi pada situasi atau 

konteks”. Menilai dampak adalah mendokumentasikan perubahan yang terjadi serta 

semua faktor yang berkontribusi dalam mencapai perubahan itu. 

Istilah ‘dampak’ tidak hanya untuk hal-hal yang ‘baik’. Menilai dampak 

berarti melihat dampak yang diinginkan dan yang tidak diinginkan – positif dan 

negatif – dan apa saja yang menyebabkan hal tersebut. Perlu diperhatikan bahwa 

seringkali sulit untuk membuktikan bahwa video Anda yang memberi dampak. 

Faktanya, sebagian besar perubahan pada situasi atau konteks tidak secara langsung 

disebabkan oleh inisiatif video Anda. Inisiatif Anda mungkin saja berkontribusi pada 

dampak (atau bahkan tidak sama sekali). 

Saran kami, Anda menilai kontribusi Anda pada suatu proyek atau gerakan 

dengan melihat berapa besar pengaruh inisiatif Anda dan apa efeknya. Sikap rendah 

hati diperlukan untuk menilainya, begitu pula dengan kesediaan untuk mengakui dan 

menghormati bahwa kontribusi Anda bersifat melayani di dalam sebuah kerja 

bersama menuju sebuah tujuan yang lebih besar. 
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y(Sumber: ydisesuaikanydenganypenelitian) y 

Dalamykerangka pikirypenelitian diyatas digambarkanybahwa 

penelitianyiniymenganalisisyDampak dariyKebijakan Pemerintah Pusat yang mengatur 

tentang Tata Keloloa alokasi pupuk bersubsidi terhadap para petani di Indonesia salah 

salah satunya di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

H. DefinisiyOperasionaly 

Definisiyoperasionalyadalah merupakanysuatu rumusanytentang ruang 

lingkupydan ciri-ciriysuatu variabelyyang menjadiypokokypenelitian. Berdasarkanyhal 

tersebut, ymaka definisiyoperasional dalamypenelitianyini adalah: y 

1. Kelompok 

Dampak kebijakan pemerintah pusat tentang alokasi pupuk subsidi terhadap petani 

khususnya diyDesa Tatung KecamatanyBalong Kabupaten Ponorogo 

2. Pengumpulan Data  

a. Wawancara kepada Penyuluh Pertanian Lapangan Dinas Pertanian Kecamatan 

Balong. 

b. Data Demografi penduduk dari Balai Desa Tatung Kecamatan Balong  

c. Wawancara terhadap Petani, dan Ketua Kelompok Tani 

3. Metode pengamatan yang akan digunakan yaitu melihat hasil wawancara dari 

berbagai macam pihak penyalur maupun penerima pupuk bersubsidi. Bertujuan untuk 

mengetahui pendapat masing masing dari pihak lembaga manapun yang akan terkena 

dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat.  

yDefinisiyOperasionalyVariabely 
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No yVariabely yDefinisiy Alatyukur Hasilyukur 
ySkalay 

ukury 

1. Dampak 

kebijakan 

pemerintah pusat  

tentang alokasi 

pupuk subsidi 

terhadap 

 petani khususnya 

di Desa Tatung 

 Kecamatan 

Balong  

Kabupaten 

Ponorogo 

 

Suatu kejadian 

dimana terjadi 

nya dampak entah 

positif maupun 

negatif karena 

adanya aturan 

atau kebijakan 

dari pemerintah 

yang tak pandang 

hulu 

Wawancara 1. Positif, 

karena 

dianggap bisa 

menambah 

transparansi 

data 

penyaluran 

pupuk 

bersubsidi 

sehingga 

meminimalisi

r 

penyeleweng

an 

penyaluran 

pupuk 

bersubsidi.  

2. Negatif, 

Karena 

kebijakan 

pemerintah 

secara 

sepihak tanpa 

pandang hulu 

atau 

sasaranya.Di

mana banyak 

petani yang 

notabene 

lansia dan 

gagap 

teknologi.   

Ordinal 

  

I. METODEyPENELITIANy 

1. JenisyPenelitiany 

Dalamypenelitian iniydigunakan jenisypenelitian deskriptif kualitatif. yMetode 

kualitatifymerupakan suatuymetode yangydigunakan untukymendapatkan datayyang 

mendalamydan mengandungymakna (data yangysebenarnya, sertaydata yangypasti 

yangymengandung nilaiydibalik datayyang tampak). yDalam penelitianybentuk 

deskriptifymerupakan penelitianyyang berusahaymenggambarkan suatuygejala, 
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peristiwa, ydan kejadianyyang terjadiysaat sekarang. yPenelitian deskriptifypada saat 

penelitianyberlangsung cenderungymemusatkan perhatianypadaymasalah aktual. y 

 Metodeypenelitian kualitatifyadalah metodeyyang berlandaskan padayfilsafat 

postpositivisme, digunakanyuntuk menelitiypada obyek yangysebagai 

instrumenykunci, pengambilanysampel sumberydata dilakukanysecara purposeydan 

snowbal, teknikypengumpulan data trianggulasiy (gabungan), analisisydata 

bersifatyinduktif/kualitatif, ydan hasilypenelitian kualitatifylebih 

menekankanymakna dariypada generalisasi. y 

2. LokasiyPenelitiany 

 Lokasiydari penelitianymerupakan tempatyyang digunakan peneliti 

dalamymelakukan penelitiannyayuntuk memperolehyinformasi danydata 

yangyberkaitan denganyyang akanydibahas dalamysebuah penelitian. 

Dalamymenentukan lokasiypenelitian, penelitiymemilih melakukan penelitianyini 

diywilayah DesayTatung KecamatanyBalongyKabupaten Ponorogo. yPeneliti 

tertarikymelakukan penelitianydi desaytersebut dikarenakanymayoritas 

petaniymenanam tembakauypada saatymusim kemarau, ysehingga seringyterjadi 

penggunaanypupuk yangytidak sesuai RDKKyatau jatahyalokasi dariyPemerintah 

KabupatenyPonorogo. Dimanayhal tersebutymemicu terjadinyaykekurangan 

pupukydiywilayah tersebutyserta kelangkaanypupuk bersubsidiybagi petani. y 

3. SumberyDatay 

 Sebagaiynarasumber dalamypenelitian iniyadalah sebagaiyberikut: 

Sumberydata primeryadalah Formatydata pendudukydari KantoryBalai DesayTatung 

, BalaiyPelatihan PertanianyBalong Ponorogo, ydistributor UDySugih Waras, 

yKelompok TaniyDesa Tatung. ySumber data sekunderyadalah datayRencana 

DefinitifyKebutuhan Kelompoky (RDKK) DesayTatung. y 
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4. TeknikyPengumpulanyDatay 

 Teknikypengumpulan dataymerupakan teknikyyangydigunakan 

untukymemperoleh informasi. yDisini penelitiyakan menggabungkan tiga 

macamyteknik pengumpulanydata yaitu: y 

a. Observasiy 

Observasiymerupakan metodeypengumpulan datayyang peneliti 

lakukanymelalui pengamatanybaik secaraylangsung maupunytidak langsung. 

yDilakukan observasiyguna mendapatkanydata terkait keadaanyyang 

sebenarnyaydi lapangan, ymenjawab pertanyaan-pertanyaan, ymembantu 

mengertiyperilaku manusia, ydan melakukan evaluasi. ySehingga, 

observasiypenting dilakukanyuntuk mengetahui kondisiysosial ekonomi, 

ykebudayaan, keadaanymasyarakat serta kondisiylingkungan diywilayah 

DesayTatung KecamatanyBalong KabupatenyPonorogo. y 

b. Wawancaray 

Wawancaraydigunakan sebagaiyteknik pengumpulanydata apabilaypeneliti 

inginymelakukan studiypendahuluan untuk menemukanypermasalahan 

yangyharus diteliti, ydan jugayapabila penelitiyingin mengetahuiyhal-hal dari 

respondenyyang lebih mendalamydan jumlahyrespondennya sedikit/ kecil. 

yTeknik pengumpulanydata iniymendasarkan diriypada laporanytentang diri 

sendiriyatau self-report, atauysetidak-tidaknyaypada pengetahuanydan 

atauykeyakinanypribadi. 

Wawancaraybertujuanyuntuk menemukanyatau mengerti 

permasalahanysecara lebihyterbuka, dimanaypihak yangydiajak 

wawancaraydiminta pendapat, ydan ide-idenya. Penelitiyperlu 

mendengarkanydalam prosesywawancara secarayteliti danycermat serta 
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mencatatyapa yangydikemukakan olehyinforman.  Teknikyini dilakukanyuntuk 

mendapatkanydata deskriptifyterkaityrencana definitifykebutuhan 

kelompokytani, di DinasyPertanian danyUD SugihyWaras selakuydistributor. y 

c. Dokumentasiy 

Dokumentasiymerupakan pengumpulanydanypencatatanydata 

sekunderytentang peristiwayyang sudahyterjadi. Dokumenydapat berupaytulisan, 

gambar, yaudio (rekaman), maupunykarya-karya monumentalyseseorang. 

Dokumenyyang berbentukytulisan yang berkaitanydengan penyaluran, 

ypengelolaan pupukybersubsidi di wilayahyDesa TatungyKecamatanyBalong 

KabupatenyPonorogo.  

Dokumenyadalah peninggalanytertulis mengenaiyberbagai kegiatanyatau 

kejadianyyang dariysegi waktuyrelatif belumyterlalu lama. yMaksud 

dariypeninggalan ituydapat berupayarsip-arsipydan buku-buku, ysehingga 

seringydisamakan denganystudi literaturyatau studiykepustakaan. y 

5. AnalisisyDatay 

Analisisydata adalahysuatu prosesydalam mencariydanymenyusun dataydari 

hasilyobservasi yangytelah didapat, ywawancara, ycatatan lapangan, ydan 

dokumentasiysecara sistematis, ydengan mengkategorikan datayyang diorganisasikan, 

ykemudian menjabarkanyke dalamyunit-unit, melakukanysintesa, menyusunnyayke 

dalamypola, melakukanyseleksi data yangypenting danyyang akanydipelajari, 

sertaymembuat kesimpulanyyang mudahydipahami diriysendiri maupunyorang lain. y 

(Sugiyono, y2017) Dalamypenelitian kualitatifyselama diylapangan dilakukanyproses 

analisis data. yDalam prosesyabalisis dataydilakukan bersamaanydengan 

berlangsungnyaypengumpulan dataydan beradaydalam periodeytertentu 

setelahyselesainya pengumpulanydata. yMenurutyMiles danyHuberman (Sugiyono, 
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y2017) mengemukakanybahwa dalamyanalisis dataykualitatif aktivitasydilakukan 

secarayinteraktif danyberlangsung secarayterus menerusysampai tuntas, ysehingga 

datanyaysudah jenuh. y 

6. PemeriksaanyKeabsahanyDatay 

Pemeriksaanyterhadap keabsahanydata padaydasarnya, selain digunakanyuntuk 

menyanggahybalik yangydituduhkan kepadaypenelitian kualitatifyyang 

mengatakanytidak ilmiah, yjuga merupakanysebagai unsur yangytidak 

terpisahkanydari tubuhypengetahuan penelitianykualitatif. Keabsahanydata 

dilakukanyuntuk membuktikanyapakah penelitianyyang dilakukanybenar-benar 

merupakanypenelitian ilmiahysekaligus untuk mengujiydata yangydiperoleh. 

Ujiykeabsahan dataydalam penelitian kualitatifymeliputi uji, ycredibility, 

transferability, ydependabilityydan confirmabilityy (Sugiyono, y2017). y 

 

 


